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2015, Jokowi juga

sudah membubarkan dria
Iembaga yang se-nomen_
klatur dengan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Ke_
nltg.an JruUK). Keduanya
adalah Badan pengelolain
Penurunan Emisi Gas Ru_
mah Kaca dari Deforestasi,
Degradasi Hutan, dan Lahan
Gambut serta Dewan Na_
sional Perubahan Iklim.
, Sementara pada 2016,
Jokowi juga membubarkan
l0 lembaga, yaitu Badan
Benih Nasional, Dewan Ke_
lautan Indonesia, Badan
Pengendalian Birnbingan
Massal, dan Dewan peman_
tapan Ketahanan Ekonomi
dan Keuangan, Komite pe-
ngarah Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus di!lru., Bintan, dan Karimun,
Tim Nasional pembakuan
Nama Rupa Bumi, Dewan

Nasional Kawasan perda_
gangan Bebas dan pelabu_
han Bebas, Badan Koor_
dinasi Penataan Ruang
Nasional, Komisi Nasiona'i
Pengendalian Zoonosis. dan

59gti Penanggutangan
AIDSNasional. --
_ _ 

Kemudian pada 2017,
Jokowi juga telah membu_
barkan Badan penanggu_
langan Lumpur Sidoario.

Kementerian pendaya_
gunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasl dalam
waktu dekat akan segera
menyampaikan daftar lem_
baga yang siap dibubarkan
kepada Kementerian Sekre_
tariat Negara. lni nierupakan
tindak lanjut dari rencana

{okowi yang diumumkan,
Senin (1417).

'lTahun lalu sudah
dibubarkan 24 lembaga,
sekarang kelanjutan dalim
upaya penyederhanaan

birokrasi," kata Menteri
l4N & RB Tjahjo Kumoto,
Selasa (14l7).

Tjaffo menjelaskan saat
ini Kemenrerian pAN & RB
sedang menyusun dasar
pertimbangan pembubaran
lembaga-lembaga tersebut.

191pyn hasil kajian yang
dilakukan akan segera disel
rahkan kepada K-emenses_
neg unruk ditindaklaniuti.

''Dasar pertimbangan
segera detailnya kami sam_
paikar kepada Mensesneg
dan Setneg yang niemu_
tuskan tahapan-tahapan_
nya," katanva

Tjahjo " menjelaskan
pembubaran lembaga tidak
bisa begitu saja dilakukan
secara sekaligus. Sebab,
ti.dak semua lembaga
dibentuk dengan produk
hdgr yang sama, sehingga
perlu pembahasan le6ih
lanjut. (h/cnb)
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JOKOWI BAKAL tsUBARKAhI 18 LffihdMAGA NHGARA

Anggota BPK,Buka Suara
JAKARTA, HALUAN -Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan (RPK) Achsanul
Qosasi buka suara perihal
keinginan Presiden Joko Wi-
dodo membubarkan 18 lem-
baga negara. Menurut Achsa-
nul, pembubaran itu meru-
pakan wewenang Presiden.

IamugatakanBPKmenye-
rahkan sepenuhnya pembuba-
ran 18 lembaga kepada peme-
rintah untuk kemudian bisa
mengusulkan kepada Dewan
Perwakilan Ralqat (DPR).

Kendati demikian, me-
nurut Achsanul, lembaga
yang dibubarkan sebaiknya
merupakan lembaga yang
tidak diatur di dalam Un-
dang-undang (UU).

"Banyak lembaga itu
yang mandatnya karena un-
dang-undang. Lembaga
didkikan itu karena undang-
undang. Jadi lembaga yang
didirikan dengan keppres

[keputusan presiden] ya
bubarin aja. Menurut saya
itu," katanya, Selasa (l4l7).

"Pokoknya begini, lem-
baga-lembaga yang didiri-
kan dengan keppres. Pak
Jokowi bisa mengkaji ulang.
Tapi untuk lembaga negara
yang didirikan karena un-
dang-undang ten{u harus
revisi undang-undang," lan-
jut Achsanul.

Dari perkiraan Achsanul,
setidaknya ada 68 lembaga
negara yang dibuat berda-
sarkan keppres. Kendati
demikian, BPK tidak bisa
mengintervensi apapun ke-
putusan Jokowi terkait
pembubaran lembaga.

"Itu wewenang pe.me-
rintah. Kalau pemerintah
beranggapan tidak efektif,
dan malah tidak efisien, ya
silakan saja. BPK tidak bisa
intervensi. Itu kewenangan
Presiden sebagai kepala pe-

merintahan kan," kata
Achsanul.

Sebagai gambaran, pada
periode 2010-2015, Pre-
siden sudah membubarkan
l0 lembaga antara lain De-
wan Penerbangan dan Anta-
riksa Nasional, Lembaga
Koordinasi dan Pengen-
dalian Peningkatan Kesejah-
teraan Sosial Penyandang
Cacat; Dewan Buku Nasio-
nal, Komisi Hukum Nasi-
onal, Badan Kebijaksapaan
dan Pengendalian Pemba-
ngunan Perumahan dan Per-
mukiman Nasional, Komite
Antar-Departemen Bidang
Kehutanan, Badan Pengem-
bangan Kawasan Pengem-
bangan Ekonomi Terpadu,
Komite Aksi Nasional Peng-
hapusan Bentuk-bentuk Pe-
kerjaan Terburuk untuk
Anak, Dewan Pengemba-
ngan Kawasan Timur Indo-
nesia, dan Dewan Gula Indo-


